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Abstrak
 

Notaris sangat rentan terlibat pemasalahan hukum ketika membuat Akta Pernyataan Keputusan Rapat

Umum Pemegang Saham (Akta PKR RUPS) dan Akta Pernyataan Keputusan Sirkuler (Akta PKS) karena

keterangan dan dokumen pendukung yang tidak benar dan perbuatan hukum yang bertentangan dengan

peraturan perundang-undangan dari para penghadap. Notaris dapat mengantisipasinya dengan prinsip kehati-

hatian dalam pembuatan akta. Rumusan masalah tesis adalah penerapan prinsip kehati-hatian notaris dan

tanggung jawab hukum notaris dalam pembuatan akta pernyataan keputusan para pemegang saham

perseroan terbatas ditinjau dari Putusan Pengadilan Negeri Sungguminasa Nomor: 60/Pdt.G/2018/PN Sgm.

Penelitian ini adalah penelitian yuridis normatif dengan metode pengumpulan data studi pustaka terhadap

peraturan hukum tertulis, buku dan karya ilmiah. Tipologi penelitian ini adalah preskriptif dengan metode

analisis data secara kualitatif untuk menjawab permasalahan penelitian. Simpulan penelitian ini adalah

pertama, penerapan prinsip kehati-hatian oleh Notaris FRP dalam pembuatan Akta PKS No. YY/2014

dilakukan dengan cara memeriksa identitas dan kewenangan bertindak para penghadap, profil perseroan dan

kelengkapan dokumen pendukung untuk membuat akta. Sebaliknya, Notaris LRH tidak menerapkan prinsip

kehati-hatian, khususnya memeriksa profil perseroan, sehingga mengakibatkan Akta PKR RUPS No.

YY/2014 batal demi hukum; kedua, tanggung jawab hukum Notaris LRH adalah secara perdata karena

melanggar Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dengan hukuman pembayaran biaya perkara,

secara administratif karena melanggar ketentuan Pasal 16 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 2 Tahun

2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris, sehingga

dapat diberikan sanksi peringatan tertulis sebagai notaris, dan secara etik karena melanggar ketentuan Pasal

3 angka 5 Kode Etik Notaris Tahun 2015 dapat diberikan sanksi peringatan sebagai anggota perkumpulan

notaris.

......Notaries are very vulnerable to getting involved in legal problems when making the Deed of Statement

of Decisions of the General Meeting of Shareholders (Deed of SD GMS) and Deed of Statement of Circular

Decisions (Deed of CD) due to incorrect supporting information and documents and legal actions that are

contrary to the laws and regulations of the parties. Notaries can anticipate it with the principle of prudence in

making the deed. The formulation of the thesis problem is the application of the notary prudence principle

and the legal responsibility of the notary in making the deed of decision statement of the shareholders of the

limited liability company in terms of the Judgements of Sungguminasa District Court Number:

60/Pdt.G/2018/PN Sgm. This research is a normative juridical research with the method of collecting data
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from literature studies on written legal regulations, books and scientific works. The typology of this research

is prescriptive with qualitative data analysis methods to answer research problems. The conclusions of this

study are first, the application of the precautionary principle by the FRP Notary in making the Deed of CD

No. YY/2014 is carried out by checking the identity and authority to act of the appearers, company profile

and completeness of supporting documents to make a deed. On the other hand, the LRH Notary did not

apply the precautionary principle, particularly examining the company's profile, resulting in the Deed of SD

GMS No. YY/2014 null and void; secondly, the legal responsibility of the LRH Notary is civilly for

violating Article 1365 of the Civil Code with a penalty of paying court fees, administratively for violating

the provisions of Article 16 paragraph (1) letter a of Law Number 2 of 2014 concerning Amendments to

Law -Law Number 30 of 2004 concerning the Position of a Notary, so that a written warning penalty can be

given as a notary, and ethically for violating the provisions of Article 3 number 5 of the 2015 Notary Code

of Ethics, a warning penalty as a member of a notary association can be given.


